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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Persepsi anggota koperasi terhadap sistem riba di Koperasi Pegawai 

Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe yakni dari 

hasil wawancara dengan anggota koperasi, terdapat 5 orang atau 45,46 

yang menyatakan setuju, terdapat 3 orang atau 27,27% yang ragu dengan 

dengan status hukum riba yang belaku di Koperasi Pengawai Negeri 

(KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe, dan terdapat 3 

orang atau 27,27% yang menyatakan menolak sistem riba yang berlaku di 

Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten 

Konawe. 

2. Persepsi pengurus koperasi terhadap sistem riba di Koperasi Pegawai 

Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe yakni dalam 

penyaluran dana simpan pinjam ini Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al 

Amin Kantor Kemenag Kabupaten Konawe menyalurkan langsung kepada 

anggota yang mengajukan pinjaman dengan melengkapi persyaratan yang 

telah ditentukan oleh pihak koperasi telah menerapkan prinsip-prinsip 

transaksi ekonomi yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam, misalnya 

melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, adanya prinsip saling tolong 

menolong, tidak adanya unsur paksaan, prinsip pengelolaan yang terbuka, 

dan memiliki banyak manfaat bagi anggotanya. Berdasarkan alasan 
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tersebut seluruh pengurus yang penulis wawancarai yakni sebanyak 3 

orang atau 100% menyatakan setuju dengan riba yang diterapkan di 

Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor Kemenag Kabupaten 

Konawe sebab telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam 

ekonomi Islam. 

 

B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Agar pengurus Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor 

Kemenag Kabupaten Konawe menghilangkan segala bentuk riba dalam 

transaksi dengan anggota koperasi. 

2. Agar anggota Koperasi Pengawai Negeri (KPN) Al Amin Kantor 

Kemenag Kabupaten Konawe menghindari transaksi ekonomi yang 

mengandung riba, apalagi untuk hal yang sifatnya bukan darurat. 

3. Agar peneliti berikutnya mengkaji aspek lain yang belum dikaji dalam 

penelitian ini terkait dengan riba dalam kegiatan koperasi. 


